
 

 

  

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  7  TAHUN  2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA 

NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2015  

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN  

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan pelaksanaan ketentuan Pasal 66 

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Badan Narkotika Nasional, perlu dilakukan 

penyesuaian dan peningkatan kapasitas organisasi 

Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan 

Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; 

b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 

B/42/ M.KT.01/2017 tanggal 30 Januari 2017 perihal 

Pembentukan 1 (satu) Badan Narkotika Nasional 

Provinsi dan 7 (tujuh) Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten/Kota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika 

Nasional tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 



 
 
 

- 2 - 

Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten/Kota; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3671); 

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5062); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 60); 

5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2085); 

6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 

Tahun 2015 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala 

Badan Nakotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika 

Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia  

Tahun 2016 Nomor 1301); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 

2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN 

NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN BADAN 

NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA. 

 

Pasal  I 

Ketentuan Pasal 44 dalam Peraturan Kepala Badan 

Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang  

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional 

Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Kepala Badan Nakotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika 

Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1301), diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

 Pasal  44 

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Kepala Badan 

Narkotika Nasional ini, di lingkungan Badan 

Narkotika Nasional terdapat 34 (tiga puluh empat) 

BNNP dan 152 (seratus lima puluh dua) 

BNNK/Kota. 

(2) Lokasi BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Kepala Badan ini. 
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     Paraf: 

1. Kasubbag Organisasi : . . . . . 

2. Kabag Ortala  : . . . . . 

3. Karo Kepeg & Org : . . . . . 

4. Direktur Hukum  : . . . . . 

5. Deputi Hukum & Kerma : . . . . . 

6. Kasubag TU   : . . . . . 

7. Kabag TU  : . . . . . 

8. Karo Umum  : . . . . . 

9. Sekretaris Utama BNN : . . . . .  

Pasal II 

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  21 Februari 2017 

 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

TTD 

   BUDI WASESO 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal  10 Maret  2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

TTD 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 395 

 

 


